
BUPATI BUOL

PERATURAN BUPATI 

NOMOR: It T̂ HUtS 2 Q\Q

TENTANG
PROSEDUR PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, 

SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUOL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Prosedur Penggabungan Satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasa Dan 

Satuan Pendidikan Non Formal

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan 

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai 

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahaan dan 

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

607)

4 . Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Di Kabupaten Buol (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 3 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR 
PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA 
DINI, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN 
PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Buol

2. Daerah adalah Kabupaten Buol.

3. Bupati adalah Bupati Buol.

4. Dinas adalah Dinas yang membidangi bidang Pendidikan

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, informal

6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur pada 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi

7. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan beijenjang

8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang 

diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan 

madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi



satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang 

berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiah atau 

bentuk lain yang sederajat

Pasal 2
Kriteria Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, 

Satuan Pendidikan Non Formal yang dapat digabung adalah sebagai 

berikut:

a. 2 (dua) atau lebih yang bertempat pada satu komplek atau satu lokasi; 

atau

b. 2 (dua) satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, 

satuan pendidikan non formal atau lebih yang mempunyai jarak 

antara satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, 

satuan pendidikan non formal yang satu dengan satuan pendidikan 

anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan non 

formal yang lain kurang dari 1 (satu) kilometer; atau

c. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan

Pendidikan Non Formal yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 

terakhir tidak mempunyai siswa Kelas I digabung dengan satuan 

pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan

pendidikan non formal terdekat; atau

d. satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan 

pendidikan non formal yang mempunyai siswa kurang dari 80 (delapan 

puluh) anak digabung dengan satuan pendidikan anak usia dini, 

satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan non formal terdekat.

e. Bagi satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar,

satuan pendidikan non formal yang tidak terakreditasi dua tahun 

berturut turut setelah masa periode akreditasi habis atau Satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan

Pendidikan Non Formal yang tidak melakukan akreditasi ulang

Pasal 3
Dikecualikan dari ketentuan dimaksud Pasal 2 terhadap satuan 

pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan 

non formal di lokasi terpencil yang merupakan fasilitas pendidikan dasar 

satu-satunya di kawasan tersebut.
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Pasal 4

Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan 

dasar, satuan pendidikan non formed tetap memperhatikan kapasitas 

jumlah tenaga kependidikan dalam rangka efektifitas penempatan sumber 

daya manusia.

Pasal 5
Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan 

dasar, satuan pendidikan non formal dibentuk Tim yang ditetapkan oleh 

Bupati

Pasal 6
Mekanisme penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, satuan 

pendidikan dasar, satuan pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan :

1. Tim Penggabungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 melakukan 

sosialisasi mengenai Pedoman Penggabungan satuan pendidikan 

dasar, satuan pendidikan non formal

2. Tim Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, satuan

pendidikan dasar, satuan pendidikan non formal Tingkat

Kecamatan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan dasar, 

satuan pendidikan non formal di lingkungan keija masing-masing.

b. Tahap Pelaksanaan :

1. Tim menyusun rencana penggabungan satuan pendidikan dasar, 

satuan pendidikan non formal dan melaporkan inventarisasi satuan 

pendidikan dasar, satuan pendidikan non formal yang masuk 

kriteria penggabungan kepada Kepala Dinas Pendidikan diketahui 

Camat;

2. Tim Penggabungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan

Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Non Formal Tingkat

Kabupaten melakukan survey ke lokasi Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Non 

Formal yang akan digabung;

3. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan penggabungan Satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan 

Pendidikan Non Formal kepada Bupati; dan
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c. Tahap Pasca Pelaksanaan :

1. Kepala Dinas menyerahkan pemanfaatan tanah, gedung, dan 

sarana lain yang tidak digunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar 

kepada Bupati; dan

2. Bupati menetapkan pemanfaatan tanah, gedung, dan sarana lain 

yang tidak digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar

Pasal 7

Penggabungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan 

Dasar, Satuan Pendidikan Non Formal di tetapkan oleh bupati:

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal , ia ward $)

Diundangkan di Buol

pada tanggal, \Q- Marrjb 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BUOL, |

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN NOMOR II
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